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 Penelitian ini membahas tentang Penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah 
Sebagai Permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi BAZNAS 
provinsi Sulsel). Tujuan penelian memperoleh gambaran objektif bagaimana model 
penyaluran zakat, Infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS untuk membantu 
permodalan UMKM, dan efektifitas penyaluran zakat untuk permodalan bagi UMKM 
di BAZNAS Provinsi Sulsel.  
Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan jenisnya adalah penelitian 
kuantitatif. Untuk memperoleh data digunakan metode observasi, wawancara, dan 
dokumentasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model penyaluran zakat yang 
dilaksanakan oleh BAZNAS Provisnsi Sulsel dapat dikatakan sebagai zakat produktif 
yang pada sistem penyalurannya dilakukan secara bergulir kepada para mustahiq 
dengan bentuk akad pinjaman yang dikemas dengan dua model yaitu: pertama model 
penyaluran produktif tradisional dimana dana  ZIS disalurkan dalam bentuk barang 
produktif. Yang kedua model penyaluran zakat produktif kreatif yaitu  pemberian 
dana zakat berupa modal usaha untuk mustahiq yang memiliki usaha (UMKM).  
Tingkat efektifitas penyaluran ZIS di BAZNAS Provinsi Sulsel sudah efektif, zakat 






A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional merupakan proses perubahan struktural yang 
dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan adalah proses 
natural untuk mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu masyarakat makmur sejahtera, 
adil, dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya 
komsumsi seiring meningkatnya pendapatan. Pendapatan meningkat sebagai hasil 
dari produksi yang meningkat pula. Proses natural tersebut dapat terlaksana jika 
asumsi-asumsi pembangunan dapat dipenuhi, yaitu kesempatan kerja atau partisipasi 
termanfaatkan secara penuh (full employment), setiap orag memiliki kemampuan 
yang sama (equal productivity, equal access, level playing field), dan masing-masing 
pelaku bertindak rasional (efficient).
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Michel todaro berpendapat, pembagunan adalah proses multidimensional yang 
melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial, dan 
institusi nasional. Disamping itu, akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran 
ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan juga diagendakan.
2
 
Kemiskinan merupakan masalah kronis yang melanda bangsa Indonesia.  
Negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun sebagian cukup besar 
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rakyat tergolong miskin. Berdasarkan data resmi yang di keluarkan pemerintah 
menunjukkan angka kemiskinan masih sangat tinggi. Data BPS tahun 2011 
menunjukkan angka 30.018.930 jiwa orang yang dibawah garis kemiskinan. Jumlah 
ini sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan (15.72%), tetapi ada pula 
kemiskinan di perkotaan (9.23%).
3
 
Membicarakan masalah kemiskinan berarti membicarakan suatu masalah yang 
sebenarnya telah berlangsung lama dalam kehidupan manusia. Kemiskinan yang 
dimaksud adalah serba kekurangan dalam mencukupi kebutuhan hidup seseorang atau 
sekelompok orang yang disebut kaum dhuafa.
4
 Kemiskinan merupakan suatu realita 
yang patut dicarikan jalan keluarnya.  
Salah satu instrumen keuangan Islam adalah zakat. Untuk kurun waktu yang 
begitu lama, umat Islam memiliki persepsi bahwa ajaran zakat tidak lebih dari 
sekedar ibadah ritual yang terpisah dari konteks sosial. Pandangan dogmatis 
ritualistic ini menjadikan ajaran zakat sosial
5
 dan tereliminasi dari fungsi dasar yang 
diembannya. 
Untuk menggambarkan betapa pentingnya kedudukan zakat, dalam Alquran 
terdapat 32 kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai 
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Badan pusat Statistik(BPS), Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin tahun 2011, 
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=23& notab=1, Diakses 
tanggal 9 oktober 2012 
4
Abdul Majid, Dr., Tantangan dan Harapan Umat Islam di Era Globalisasi, Pustaka Setia, 
Bandung hal. 213 
5Masdar F. Mas’udi, Agama Keadilan (Risalah Zakat/Pajak Dalam Islam), Pustaka Firdaus, 
Jakarta, 1993, h. 38 
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kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak.
6
dari 32 kata zakat yang 
terdapat dalam Alquran 29 diantaranya bergandengan dengan shalat.
7
 Hal ini 
memberi isyarat tentang eratnya hubungan antara ibadah zakat dan ibadah shalat.
8
 
Dalam ajaran fiqih, masalah zakat ditempakan pada kitab kedua dari rub al-ibadah. 
Dengan demikian, ibadah zakat menjadi diketahui secara otomatis adanya dan 
merupakan bagian mutlak dari keislaman.
9
 
Menurut Prof. Dr. H. Didin Hafiduddin MSc, Ketua Umum Badan Amil Zakat 
Nasional, (Baznas), potensi zakat yang dimiliki umat Islam cukup besar, Menurutnya 
potensi zakat yang terkumpul se-Indonesia setiap tahun mencapai Rp 200 triliun lebih 
Namun, potensi ini masih belum dimaksilkan, sebab hingga saat ini zakat hanya bisa 
mencapai sekitar Rp 1,8 triliun per tahun. Bayangkan, jika potensi ini bisa 
dimanfaatkan dan adanya kesadaran kolektif masyarakat untuk membayar zakat, 
maka kemiskinan bisa teratasi. 
Belakangan ini, intermediary system yang mengelola investasi dan zakat 
seperti perbakan syariah dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Untuk 
fenomena Indonesia, dunia perbakan syariah dan lembaga pengelola zakat 
menunjukan perkembangan yang cukup pesat. Eksistensi kelembagaan mereka 
berusaha untuk berkomitmen mempertemukan pihak surplusdefisit muslim atau 
bahkan menjadikan kelompok defisit (mustahik) menjadi surplus (muzakki). Lembaga 
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Abdurrahman Qadir, Zakat: Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial (Cet. II; Jakarta: PT Raja 






Ali Yafie, Menggagas Fiqih Soaial, Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah, 
Penerbit Mizan, Badung, 1995, cet. III, h. 231 
4 
 
perbankan bergerak dengan proyek investasi non-riba, sedangkan lembaga pengelola 
zakat meyalurakan zakatnya  secara konsumtif dan produktif.  
Usaha Mikro, Kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pelaku 
ekonomi yang dominan dalam dunia usaha, yang memiliki kedudukan, potensi dan 
peranan yang sangat penting. Oleh karena itu kegiatan UMKM seharusnya mampu 
memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi, meningkatkan 
pendapatan masyarakat. Namun kenyataannya belum sesuai dengan yang diharapkan. 
Memang UMKM telah mampu banyak membuka lapangan pekerjaan, namun 
sayangnya belum memberikan kesejahteraan pada para pelakunya. Karena 
keterbatasan skill dan pengetahuan serta susahnya mendapatkan akses modal, usaha 
mereka sulit berkembang. 
Lembaga sektor keuangan sangat dibutuhkan dalam mendukung permodalan 
dalam sektor riil, hal ini sudah dirasakan fungsinya sejak lama di Indonesia dengan 
konsep perbankan, baik yang berbentuk konvensional (berdasarkan kapitalis maupun 
sosialis) dan berprinsip syariah. Akan tetapi perbankan secara tehnis di lapangan 
belum menyentuh terhadap usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik dari 
pedagang kaki lima sampai pedagang-pedagang yang berada di pasar tradisional yang 
biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil,  hal ini disebabkan karena 
keterbatasan jenis usaha dan aset yang dimiliki oleh usaha kelompok usaha tersebut. 
Padahal apabila diperhatikan secara seksama justru presentase UMKM  jauh lebih 
besar dari usaha-usaha  besar di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan 
pada UMKM tidak terpenuhi yang pada  akhirnya apabila hal ini terus menerus 
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berlanjut maka tidak dapat dielakkan lagi hilangnya secara simultan UMKM itu 
sendiri di pasaran Indonesia, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam ekonomi 
yang pasti akan menciptakan calon pengangguran-pengangguran baru di Indonesia.  
Zakat sebagai salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat 
berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dalam pembangunan ekonomi. 
Sebagai ibadah dan amal sosial, zakat memiliki fungsi sangat penting, strategis dan 
menentukan baik dalam ajaran maupun pembangunan kesejahteraan umat, serta 
sebagai salah satu cara mempersempit jurang perbedaan pendapatan dalam 
masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi chaos 
dan mengangu keharmonisan bermasyarakat. 
Untuk merealisasikan hal itu, zakat harus disalurkan dalam bentuk 
permodalan bagi mustahiq yang memiliki usaha dan membutuhkan tambahan modal  
dalam mengembangkan kewirausahaan atau mengangkat perekonomian. Oleh karena 
itu, penyaluran zakat yang lebih tepat adalah bila dialihkan pada bentuk model 
produktif dari pada bentuk konsumtif.   Dalam hal ini Baznas Provinsi Sulsel yaitu 
lembaga yang berazazkan pancasila dan UU 1945 yang didirikan pada tanggal 13 
maret 2002  bertujuan mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat 
sesuai dengan ketentuan agama.  
Baznas Provinsi Sulsel  telah melaksanakan program pendayagunaan zakat 
pemberdayaan usaha Mikro, kecil dan menengah yang diwujudkan dengan bentuk 
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penyediaan pinjaman modal untuk pengembangan kewirausahaan atau penyediaan 
alat usaha.  
Bila merujuk pada UU 1945, di sana dijelaskan bahwa yang berkewajiban 
menjamin orang-orang tidak mampu dari segi ekonomi adalah negara. Akan tetapi, 
realitanya saat sekarang adalah BAZIS atau LAZIS yang peduli dengan mengurus 
dan memberdayakan kaum fakir miskin tersebut. Bila kembali lagi pada tujuan zakat 
itu di syari’atkan, maka pola penyaluran zakat tidak sekedar ditujukan untuk 
menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih 
permanen yaitu mensejahterakan orang-orang miskin. Dengan kata lain, pola 
penyaluran dana zakat harus dialihkan dalam bentuk produktif. Sebab dengan bentuk 
model produktif akan dapat membantu fakir miskin mendapatkan penghasilan tetap, 
meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan 
penghasilannya untuk menabung. 
Dengan diangkatnya zakat dalam hukum positif merupakan langkah maju bagi 
peluang berlakunya hukum Islam di Indonesia. Sehingga dengan disahkannya UU 
No. 33 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat memicu terhadap banyak berdirinya 
lembaga-lembaga zakat di Indonesia, hal ini sangat menggembirakan karena dana 
penghimpunan zakat terus akan meningkat meskipun masih jauh dari potensinya. 
Oleh karena itu, di sini timbul sebuah tantangan yaitu bagaimana mendayagunakan 
dana zakat agar efektif dan berdampak luas di masyarakat?. 
Sebab, dalam catatan sejarah pada permulaan Islam disebutkan bahwa 
keberhasilan zakat sebagai instrumen sumber tranformasi sosial masyarakat Islam 
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ketika itu dimulai dari model pengelolaannya. Bahkan model pengelolaan zakat pada 
awal Islam itu menjadi kunci keberhasilan lembaga zakat dalam mengatasi 
kesenjangan sosial dan kemiskinan karena ada kepastian hukum dalam pelaksanaan 
zakat yang eksekusinya langsung dilakukan oleh aparat negara.
10
 Oleh karena itu, 
tuntutan kreatif bagi lembaga pengelola zakat dalam menyalurkan zakat tepat pada 
sasarannya saat ini menjadi suatu keharusan. Sebab sasaran yang tepat menjadi pintu 
utama bagi efektifnya dampak zakat.  
Di antara salah satu itu BAZNAS Provinsi Sulsel mengembangkan model 
pendayagunaan zakat dengan menyalurkan zakatnya kepada para pelaku usaha mikro, 
kecil dan menengah yang membutuhkan modal. Berangkat dari latar belakang diatas 
peneliti tertarik mengadakan studi penelitian dengan judul : “Penyaluran Zakat, 
Infaq, dan Sedekah Sebagai Permodalan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah(UMKM) Studi Baznas Provinsi Sulsel” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Bagaimana model penyaluran zakat untuk permodalan bagi usaha Mikro,  
kecil dan menengah (UMKM) di Baznas Provinsi Sulsel ? 
2. Bagaimana efektifitas penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah sebagai 
permodalan bagi UMKM pada Baznas Provinsi Sulsel? 
                                                          
10 Sjeihul Hadi Permono, Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat, (Jakarta: 
Pustaka Firdaus, 1992), 3-5. 
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C. Ruang Lingkup Pembahasan 
Agar dalam pembahasan ini tidak terlalu meluas dan keluar dari tema 
persoalan, maka dalam hal ini peneliti membatasi pada bahasan penyaluran zakat, 
infaq dan sedekah sebagai permodalan UMKM yang dilaksanakan oleh BAZNAS 
Provinsi Sulsel, serta kefektifitasnya dalam  penyaluran pemberian modal usaha bagi 
UMKM. 
D. Pengertian Judul 
Definisi operasional diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan 
penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel atau kata-kata dan istilah-istilah teknis 
yang terkandung dalam judul. Maka dari itu penulis akan memaparkan kata- kata atau 
istilah yang termuat dalam judul. 
 Judul skripsi ini adalah : Penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah sebagai 
Permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi BAZNAS Provinsi 
Sulsel) 
Zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang 
beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya  menurut 
ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’ 
Permodalan berasal dari kata modal yang artinya harta benda (uang, barang, 




Usaha Mikro, kecil dan menengah yaitu Peluang Usaha Produktif milik orang 
perorangan atau badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, 
kecil, dan menengah. 
yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan judul tersebut adalah “Penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah sebagai 
Permodalan bagi UMKM ini adalah suatu studi tentang bagaimana model penyaluran  
zakat yang di gunakan dalam membantu permodalan usaha mikro, kecil dan 
menengah di BAZNAS Provinsi Sulsel . 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Kegunaan  Penelitian tentang penyaluran zakat, infaq dan sedekah sebagai 
permodalan UMKM adalah : 
1. Untuk mengetahui bagaimana Model penyaluran zakat untuk permodalan 
bagi UMKM di BAZNAS Provinsi Sulsel 
2. Untuk mengetahui efektifitas penyaluran zakat untuk permodalan UMKM di 
BAZNAS Provinsi Sulsel 
Adapun manfaat penelitan ini tentang penyaluran zakat sebagai permodalan 
bagi UMKM diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis 
1. Kegunaan Teoritis. 
Secara teoritis diharapkan sebagai bentuk dalam mengembangkan konsep dalam 





2. Kegunaan Praktis. 
Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi Lembaga Amil Zakat yang lain dalam 
pelaksanaan pendayagunaan zakat dengan baik dan efektif, serta sebagai 
sumbangan positif bagi lembaga yang lain dalam hal pemahaman tentang 
penyaluran zakat dan sebagai sumbangan positif bagi dunia akademisi untuk 
menambah wawasan di bidang hazanah keilmuan tentang zakat. 
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi 
Skripsi ini terdiri dari lima bab, untuk memudahkan pembaca dalam 
memahami isi skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara umum berupa garis-
garis isi skripsi. 
Bab pertama, Merupakan pendahuluan. Dari bab ini dikemukakan latar 
belakang masalah, rumusan masalah, Ruang lingkup pembahasan, Defenisi 
Operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta garis-garis besar isi skripsi. 
Bab kedua, sebagai tinjauan umum dari tema skripsi. Oleh karena itu,bab ini 
khusus membahas secara umum tentang Penyaluran zakat, infaq, dan sedekah sebagai 
permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah 
Bab ketiga adalah pembahasan tentang metode-metode yang digunakan dalam 
penelitian yang meliputi metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya 
penulis menjelaskan mengenai cara mengumpulkan data dengan menggunakan 
metode tersebut. Kemudian diakhiri dengan uraian tentang teknik yang dipergunakan 
untuk mengelola dan menganalisis data. 
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Bab keempat, adalah bab tentang hasil dan pembahasan penelitian mengenai 
model penyaluran ZIS dan Efektifitas penyaluran ZIS sebagai permodalan bagi 
UMKM di BAZNAS Provinsi Sulsel. 
Bab kelima, adalah bab penutup yang membahas tentang kesimpulan dan 





A. Kajian Teori Zakat, Infaq, Sedekah 
1. Pengertian Zakat 
Ditinjau dari segi bahasa zakat merupakan kata dasar (masdar) dari kata zaka 
yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.
1
 sesuatu dikatakan zaka 




Defenisi senada dilontarkan al-wahidi sebagaimana dikutif Qardhawi bahwa 
kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan tanaman itu 
zaka, artinya tanaman itu tumbuh. Juga dapat dikatakan bahwa tiap sesuatu yang 
bertambah adalah zaka(bertambah). Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata 
zaka disini berarti bersih.
3
  
Adapun menurut istilah zakat itu sebutan untuk pengambilan harta yang 
tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu.
4
  
Adapun menurut hasbi Ash-Shiddiqi, defenisi zakat adalah mengeluarkan sebagian 
                                                          
1
Rahmawati Muin, Manajemen Zakat  (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 1 
2
 Sudirman,  Zakat dalam Pusaran Arus Medernitas (Malang :UIN Malang Press, 2007), h.13 
3
Yusur qardhawi, hukum zakat, (cet II: Beirut, Libanon: Muassasah al-Risalah,1993). 
Diterjemahkan ileh tim (salman harun, didin hafiuddin, hasanuddin) dengan judul Hukum zakat, studi 
komparatif, Bogor, PT: Pustaka Lentera Anter Nusa,1996),h.34 
ada 
4
 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat ( Semarang : Pustaka Rizki putra, 2009), h. 5 
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harta guna digunakan kepada mereka yang telah diterangkan syara menurut aturan 
yang telah ditentukan dalam Alquran, hadis, dan Undang-undang fiqih.
5
 
Dapat dipahami bahwa zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan 
oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang 
tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula.
6
 
Zakat juga adalah cambuk yang ampuh, yang membuat zakat tidak hanya 
menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga 
mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya.
7
 
2. Pengertian Infaq 
Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) 
untuk kepentingan umum. Dalam terminologi, infaq berarti mengeluarkan sebagian 
dari harta untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infaq 
dikeluarkan oleh setiap orang beriman, baik yang pendapatannya besar maupun kecil, 
baik disaat lapang maupun sempit, dan tidak ditentukan mustahiqnya, sebagaimana 
yang ada pada zakat.
8
 
Di antara hak untuk mengelola harta adalah infaq. Sedangkan yang dimaksud 
dengan menginfakkan harta adalah memberikan harta dengan tanpa kompensasi 
                                                          
5
 Ibid,h. 28 
6
 Rahmawati Muin, Manajemen Zakat  (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 3 
7
 Ibid, h.4 
8
 Rahmawati Muin, Manajemen Zakat  (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 4 
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3. Pengertian Sedekah 
Kata sedekah yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari shadaqa atau 




Kata sedekah kerap kali dipergunakan Al-Quran dan As-Sunnah dalam arti 
zakat, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Mawardi. Hanya saja ‘urf telah mengurangi 
nilai sedekah, karena digunakan untuk pemberian yang diberikan kepada para 
peminta-minta. Sebenarnya kata sedekah itu melambangkan kebenaran iman dan 




Zakat juga dinamakan sedekah, karena tindakan itu akan menunjukkan pada 
kebenaran (siddiq) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada 
Allah SWT. 
4. Dasar Hukum Zakat 
Zakat adalah rukun Islam ketiga yang diwajibkan di madinah pada tahun 
kedua setelah hijrah sesudah kewajiban puasa dan menunaikan zakat fitrah,
12
 ia 
                                                          
9
 Taqyuddin An-Nanhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (Surabaya: 




 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat ( Semarang : Pustaka Rizki putra, 2009), h. 4 
12
 Amiruddin Inoed Dkk, Anatomi Fiqh Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat 
Sumatra Selatan (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Pelejar, 2000),h.10 
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merupakan kewajiban bagi orang beriman (muzakki) yang mempunyai harta yang 
telah mencapai ukuran tertentu (nisab) dan waktu tertentu (haul) untuk diberikan pada 
orang yang berhak (mustahiq).
13
 Sedangkan kewajiban zakat dalam Islam memiliki 
makna yang sangat fundamental, saling berkaitan erat dengan aspek-aspek 
keTuhanan, juga ekonomi sosial.
14
 Sebagai rukun ketiga dari rukun Islam, zakat juga 
menjadi salah satu diantara panji-panji Islam yang tidak boleh diabaikan oleh 
siapapun juga. Oleh sebab itu, orang yang enggan membayar zakat boleh diperangi 
dan orang yang menolak kewajiban zakat dianggap kafir.
15
 Karena dalam penunaian 
zakat itu memiliki arti yang sangat penting. Adapun hukumnya zakat adalah wajib 
aini dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin 
dibebankan pada orang lain.
16
 Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam 
berdasarkan ketetapan dalam al-Qur’an, Sunah Nabi, dan Ijma’ para ulama. Bahkan 
dalam al-Qur’an sendiri ditemukan bahwa kata zakat yang disandingkan dengan kata 
”shalat” ada pada delapan puluh dua tempat. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya 
memiliki keterkaitan yang sangat erat, bahkan bilamana disimpulkan secara deduktif 
disebutkan bahwa setelah shalat, zakat merupakan rukun Islam terpenting. 
Sementara itu, John B. Taylor dalam tesisnya yang berjudul The Qur’anic 
Doctrine Of Sholat (1964), mengatakan bahwa rangkaian kata shalat-zakat dalam 
                                                          
13
 Didin Hafidudin, Formalisasi Syari’at Islam Dalam Pespektif Tata Hukum Indonesia 
(Bogor, GhaliaIndonesia, 2006), h.119 
14
 Nuruddin Madi Ali, Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal (Jakarta: PT: Raja 
Grafindo Persada, 2006), 1 
15
 Mohammad Abdul Malik Ar-Rahman, Zakat 1001 Masalah dan Solusinya (Jakarta: 
Pustaka Cerdas, 2003),h. 177. 
16
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih (Cet, 1; Bogor, Kencana, 2003),h.38. 
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Alquran sering kali ditemukan secara konsesten.
17
 Oleh karena itu, zakat dan shalat 
merupakan pilar-pilar esensial berdirinya bangunan Islam sekaligus menunjukkan 
bahwa Islam sangat memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan 
antara manusia. Adapun dasar hukum kewajiban zakat di antaranya: 
Dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 43 
                  
Terjemahnya: Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta 
orang-orang yang ruku' 
 
Khusus mengenai hubungan shalat dengan zakat, bahwa shalat adalah tiang 
agama yang jika dilalaikan berarti merubuhkan tiang agama itu. Sedangkan zakat 
tiang masyarakat yang apabila tidak ditunaikan dapat meruntuhkan sendi-sendi sosial 
masyarakat, karena secara tidak langsung penahanan (tidak menunaikan) zakat dari 
orang-orang kaya itu merupakan perekayasaan kemiskinan secara stuktural.
18
 
5. Hikmah dan Keutamaan Zakat 
 
Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima sekaligus sebagai 
perintah yang mengikuti perintah shalat. Dari sosial kemasyarakatan, baik zakat, 
infak maupun sedekah memberikan hikmah yang besar dalam merealisasikan nilai 
harta umat Islam. Jadi, zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung 
hikmah dan manfaat yang demikian besar, mulia, baik yang berkaitan dengan orang 
yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq) harta yang dikeluarkannya 
                                                          
17
 Nuruddin Madi Ali, Op. Cit., 25. 
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maupun bagi masyarakat keseluruhan.
19
 Secara khusus hikmah zakat juga dapat 
dilihat dari beberapa sisi, yaitu: 
a. Bagi para muzakki 
1) Menghilangkan sifat kikir dan bahil (tamak). 
2) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah. 
3) Mengembangkan rasa dan semangat kesetia kawanan dan kepedulian sosial. 
4) Membersihkan harta dari hak-hak (bagian kecil) para penerimah zakat 
(mustahiq). 
5) Menumbuhkan kekayaan si pemilik jika dalam memberikan zakat, infak, dan 
sedekah tersebut dilandasi rasa tulus dan ikhlas. 
6) Terhindar dari ancaman Allah SWT dari siksaan yang pedih 
b. Bagi Para Mustahik 
1) Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap 
golongan kaya yang hidup serba kecukupan dan mewah yang tidak peduli 
dengan masyarakat bawah. 
2) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta simpati atas partisipasi 
golongan kaya terhadap kaum dhuafa. 
3) Menjadi modal kerja usaha mandiri berupa mengangkat hidup. 
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6. Orang yang Berhak Menerima Zakat 
Zakat sebagai dana bantuan sosial sangat besar sekali peranan dan manfaatnya 
dalam membangun dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik bagi mustahiq. 
Oleh sebab itu, zakat yang telah terkumpul disalurkan kepada para mustahiq 
sebagaimana yang terterah dalam firman Allah SWT dalam surat at-Taubah: 60. 
                                       
                          
Terjemahnya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang 
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang 
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 
untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai 
suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Bijaksana. 
 
Dari ayat tersebut diperoleh pemahaman bahwa yang berhak menerima zakat 
(Mustahiq) zakat ada 8 (delapan) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Fuqar’, Fuqar adalah jama dari faqir yaitu orang yang tidak ada harta untuk 
hidup sehari-hari dan tidak mampu bekerja dan berusaha. 
b. Masakin, masakin merupakan jama dari kata miskin yaitu oarng yang 
penghasilan sehari-harinya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. 
c. Amil, yaitu orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat 
kepada yang berhak menerimanya. 
d. Muallaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. 
e. Hamba sahaya (budak), yaitu orang yang belum merdeka. 
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f. Gharim, yaitu orang yang mempunyai banyak hutang sedangkan ia tidak 
mampu. Dalam hal ini aliran syafi’iah menyatakan bahwa gharimin meliputi: 
1) Hutang karena mendamaikan dua orang yang bersengketa, 2) Hutang untuk 
kepentingan pribadi, 3) Hutang karena menjamin orang lain. 
g. Sabilillah, yaitu orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Namun pada 
perkembanganya sabilillah tidak hanya pada jihad, akan tetapi mencakup 
semua program yang memberi kemaslahatan pada umat bahkan termasuk pada 
ilmuan yang melakukan tugas negara untuk kepentingan umat Islam, meskipun 
secara pribadi ia kaya. 
h. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) seperti dalam 
berdakwah dan menuntut ilmu 
7. Macam-Macam Zakat 
a. Zakat Fitrah 
Zakat fitrah adalah zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan untuk 
dikeluarkan setiap akhir bulan ramadhan atau disebut juga dengan zakat pribadi 
yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada hari raya idul fitri. Ketentuan 
waktu pengeluaran zakat dapat dilakukan mulai dari awal ramadhan sampai yang 
paling utama pada malam idul fitri dan paling lambat pagi hari idul fitri. 
Sedangkan hukumnya wajib atas setiap orang muslim kecil atau dewasa, laki-laki 
atau perempuan, budak atau merdeka. 
Adapun fungsi zakat fitrah adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya 
dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang 
20 
 
disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya sehingga manusia itu 
menyimpang dari fitrahnya. Sedangkan besarnya zakat fitrah menurut ukuran 
sekarang adalah 2,176 kg. Sedangkan makanan yang wajib dikeluarkan zakatnya 
yang disebut oleh nash hadits yaitu: jewawut, kurma, gandum, zahir, (anggur) 
danagit (semacam keju). Untuk daerah atau negara yang makananya selain 
makanan di atas, madhab Maliki dan Syafi’i membolehkan membayar zakat 
dengan makanan pokok yang lain. 
Menurut madhab Hambali pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan 
membayarkan harganya dari makanan pokok yang dimakan. Adapun waktu 
pembayaran zakat fitrah menurut jumhur (mayoritas) ulama adalah: 
1) Waktu wajib membayar zakat fitrah ditandai dengan terbenamnya matahari 
diakhir bulan ramadhan. 
2) Boleh mendahulukan pembayaran zakat fitrah diawal bulan ramadhan. 
b. Zakat Mal 
Zakat mal atau zakat harta benda telah difardlukan oleh Allah SWT sejak 
permulaan Islam sebelum Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah. Pada awalnya 
zakat mal itu difardukan tidak ditentukan kadar serta tidak pula diterangkan 
dengan jelas harta-harta yang dikenakan zakatnya. Syara’ hanya memerintahkan 
mengeluarkan zakat banyak sedikitnya terserah kemauan dan kebaikan para 
penzakat itu sendiri, hal itu berjalan hingga tahun kedua. Pada tahun kedua hijrah 
bersamaan dengan tahun 623 masehi barulah syara’ menentukan harta-harta yang 
wajib dizakati serta kadar masing-masing. 
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Menurut istilah bahasa mal adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh 
setiap  manusia untuk dimiliki, diambil kemanfaatannya, dan menyimpanya. 
Adapun menurut istilah Syari’at mal adalah sesuatu yang dimiliki (dikuasai) dan 
dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaan. Sedangkan sesuatu itu dapat 
dikatakan mal bilamana memenuhi dua syarat yaitu:  
1) Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan. 
2) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan kebiasaan. 
Adapun harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terbagi menjadi beberapa 
klasifikasi berdasarkan jenis harta yang dimiliki. Antara lain sebagai berikut : 
1) Binatang Ternak 
Hewan ternak meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, 
domba) dan unggas (ayam, itik, burung). Sedangkan syarat pada binatang 
ternak diharuskan sudah mencapai nishab, telah dimiliki satu tahun, 
digembalakan, maksudnya adalah segaja diurus sepanjang tahun dengan 
dimaksudkan untuk memperoleh susu, daging, dan hasil perkembanganya, tidak 
untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak dan 
sebagainya. 
2) Emas dan Perak 
Termasuk kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu 
itu di masing-masing negara. Dengan demikian, segala bentuk penyimpanan 
uang seperti tabungan, deposito, cek, atau surat berharga lainya, masuk kedalam 
kategori emas dan perak, sehingga penentuan nisab dan besar zakatnya 
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disetarakan dengan emas dan perak. Demikian pula dengan harta kekayaan 
yang lainnya, seperti: villa, rumah, kendaraan, tanah, dan lain-lain yang 
melebihi keperluan menurut syara’ atau di beli/dibangun dengan tujuan 
menyimpan uang dan sewaktu-waktu dapat diuangkan. 
3) Harta Peniagaan 
Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjual belikan 
dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, 
makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan tersebut diusahakan perorangan 
atau perserikatan seperti:PT, CV, Koperasi dan sebagainya.  
4) Hasil Pertanian. 
Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai 
ekonomis seperti biji-bijian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-
rumputan, dedaunan, dan lain-lain. 
5) Hasil Tambang. 
Hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat dalam perut bumi dan 
memiliki nilai ekonomis seperi emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, 
minyak bumi, batu bara dan sebagainya. Adapun kekayaan yang berasal dari 
lautan seperti mutiara, marjan, dan sebagainya. 
6) Rikaz 
Harta rikaz adalah harta yang terpendam pada zaman dahulu atau yang lebih 
dikenal dengan nama harta karun. Termasuk pula didalam harta rikaz yaitu 
harta yang tidak ditemukan dan tidak ada yang mengakui sebagai pemiliknya. 
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c. Zakat Profesi 
Menurut Yusuf Al-Qardhawi. Zakat profesi adalah zakat yang diambil dari 
penghasilan ataupun pendapatan yang diusahakan melaluli keahlian yang 
dilakukan secara sendiri (seperti: profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, 
pelukis, da’i atau muballiq) maupun secara bersama-sama (seperti: pegawai pada 
suatau intansi pemerintahan, BUMN, karyawan pada BUMS yang dapat gaji pada 
waktu tetap). 
berdasarkan pada tujuan disyari’atkannya zakat, seperti untuk membersihkan 
harta dan mengembangkan harta serta menolong para mustahiq. Jadi, zakat profesi 
juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu 
kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan.
20
 Adapun kadar zakat 
profesi yang dikeluarkan diqiyaskan berdasarkan zakat emas dan perak, yaitu 
2,5%. dari seluruh penghasilan kotor.
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B. Kontribusi Zakat bagi Perekonomian Umat 
Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi islam mengenai mengenai harta 
yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar islam 
tidak mengenal tuntunan Allah kepada pemilik harta, agar menyisihkan sebagian 
harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.
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Perintah Allah SWT untuk berzakat adalah merupakan sebuah sistem yang 
bertujuan untuk pemerataan penyebaran kesejahteraan manusia. Keadilan ekonomi 
dalam islam mengharuskan setiap orang mendapatkan haknya dan tidak mengambil 
hak atau bagian orang lain.
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 zakat dapat memberikan nilai tambah, Hal ini dapat 
dikomparasikan dengan ilmu dan hukum ekonomi yang disebut dengan nilai tambah 
(Added value). Teori tersebut menyatakan meningkatnya daya beli konsumen 
terutama golongan ekonomi lemah, pasti meningkatkan pula kegiatan ekonomi dan 
perdagangan yang juga dapat meningkatkan bagi pihak produsen. Maka dengan 
pemerataan distribusi harta yang berupa zakat yang diterima golongan ekonomi 
lemah, yang selanjutnya digunakan dalam proses produksi dan aktivitas ekonomi 
lainnya. 
Demikian pula keadaan orang yang mengeluarkan zakat, yang secara ekonomi 
harta zakat itu akan berputar secara simbiosis antara orang kaya dengan orang miskin, 
dengan hal itu dapat meningkatkan income dan laju pertumbuhan ekonomi khususnya 
(golongan Ekonomi lemah) dan perekonomian suatu negara umumnya. Zakat dapat 
memberi efek positif dari berbagai pihak (multiplier effect) yang akan menumbuh 
suburkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara adil dan merata. Tujuan dari 
zakat bagi kepentingan masyarakat : 
1. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang solidaritas sosial di kalangan 
masyarakat 
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2. Menangulangi biaya yang timbul akibat berbagai bencana 
3. Menutup biaya-biaya yang timbul akibat konflik. 
4. Menyediakan sesuatu dana taktis dan khusus. 
Jika kita tinjau dari aspek Perekonomian, bahwa tidak ada unsur-unsur zakat 
yang menjadikan masyarakat melarat. Bahkan kalau kita telusuri lebih dalam lagi, 
bahwa zakat mempunyai peran penting dalam menciptakan masyarakat yang makmur 
dan mengurangi tingkat kemiskinan. 
Sebenarnya zakat dari sector non-produktif menghasilkan dana zakat yang 
lebih besar dari pada sektor produktif. Dengan besarnya zakat di sektor non-produktif 
diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk mengalihkan dananya ke sektor 
produktif. Dengan mengalihkan dana ke sektor produktif, maka input produksi akan 
meningkat ditandai dengan meningkatnya permintaan atas sejumlah factor produksi, 
seperti meningkatnya jumlah tenaga kerja. 
Disamping dapat mempengaruhi aspek ekonomi, zakat juga dapat 
mempengaruhi sektor pemberdayaan sumber daya manusia. Zakat memberikan 
kontribusi yang tak kalah besarnya dengan pajak. Dengan adanya zakat mental para 
mustahik diharapkan dapat biasa menjadi seorang yang lebih maju dan tidak 
bergantung pada belas kasih orang lain. Berikut efek dari dana zakat : 
1.Bersifat Pemberdayaan Ekonomi 
– Kondisi akomodatif untuk maju dan berkembang 
– Mustahik punya potensi, skill, wirausaha 
2.Bersifat Pemberdayaan SDM 
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– Kondisi akomodatif untuk maju dan berkembang 
– Mustahik punya potensi: cerdas dan atau bakat ketrampilan  
C. Konsep Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) 
1. Definisi dan Peran UMKM  
Walaupun belum ada definisi yang sama pada setiap literatur, akan tetapi 
biasanya definisi dari UMKM dapat berdasarkan pada jumlah karyawan dan aset 
tetap atau sales turnover. Karena UMKM yang dipakai pada riset ini adalah UMKM 
di Indonesia, maka penulis akan mendefinisikan UMKM berdasarkan aturan yang ada 
di Indonesia.  
Menurut Undang-Undang yang berlaku (UU No. 9.1995 pasal 5), definisi dari 
UMKM adalah suatu aktifitas bisnis kecil dengan kriteria:  
a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 
b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu 
milyar rupiah);  
c. Milik Warga Negara Indonesia  
d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 
yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung 
dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar  
e. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan 
hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 
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2.  Karakteristik UMKM 
UMKM adalah suatu usaha yang memiliki karakteristik tertentu baik dalam 
modal atau cara pengelolaannya. Kriteria  tentang sektor ekonomi UMKM dibedakan 
sesuai kriteria yang ditetapkan oleh beberapa instansi pemerintah yang berbeda 
berdasarkan pada kategori sektor keuangan, jumlah tenaga kerja dan lain-lainnya. 
Dalam konteks Indonesia, kriteria usaha penting dibedakan untuk penentuan 
kebijakan yang terkait. Skala usaha dibedakan menjadi usaha mikro, usaha kecil, 
usaha menengah dan usaha besar. Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari  usaha 
mikro dan usaha kecil mudah dikenali dan mudah dibedakan dari usaha besar.
24
 
Awalil Rizky menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang 
memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Ciri lainnya adalah jenis komoditinya 
sering berganti, tempat usaha kurang tetap, tidak dapat dilayani oleh perbankan, dan 
umumnya tidak memiliki legalitas usaha.
25
 Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada 
kelompok usaha yang lebih baik dari pada itu, tetapi memiliki sebagian ciri-ciri 
tersebut. 
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Profil atau karakteristik umum sektor ekonomi UMKM di Indonesia tidak 
banyak berbeda dengan profil sektor ekonomi UMKM di berbagai negara maju 
lainnya. Ciri umum dari UMKM yang ada di Indonesia adalah sebagak berikut: 
a. Hampir setengah dari sektor ekonomi UMKM hanya menggunakan kapasitas 
usahanya 60% atau kurang. Penyebabnya antara lain karena kelemahan 
perencanaan usaha, disebabkan terbatasnya visi pengusaha kecil karena 
kebanyakan sekedar ikut-ikutan berusaha. Yang jelas, lebih dari setengah 
usaha kecil dan menengah tersebut berdiri sebagai pengembangan usaha yang 
sangat kecil.  
b. Masalah utama yang dihadapi oleh sektor ekonomi UMKM berbeda sesuai 
tahap perkembangan usahanya. Pada masa persiapan, masalahnya adalah 
masalah permodalan dan kemudahan usaha. Kemudian pada tahap pengenalan 
usaha, sektor usaha tersebut menghadapi persoalan pemasaran, permodalan 
dan hubungan usaha. Sedangkan pada tahap peningkatan usaha, persoalan 
utama sektor tersebut adalah masalah permodalan dan pengadaan bahan baku. 
c. Pada umumnya sektor usaha ini sukar untuk meningkatkan pangsa pasarnya 
dan bahkan cenderung mengalami penuruan usaha karena kekurangan modal, 
tidak mampu memasarkan dan kurangnya keterampilan teknis dan 
administrasi. 
d. Tingginya tingkat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah, berupa 
permodalan, pemasaran dan pengadaan bahan atau barang baku. 
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e. Hampir 60% dari sektor ekonomi UMKM menggunakan teknologi tradisional 
dan hampir 70% dari usaha sektor tersebut melakukan pemasaran langsung ke 
konsumen. 
f. Sebagian besar pengusaha sektor ini menganggap bahwa untuk memperoleh 
bantuan keuangan dari sektor perbankan merasa rumit terutama karena 
persyaratan dokumen yang harus dipersiapkan sukar dipenuhi. 
Dari sudut pandang khusus yaitu aspek permodalan dan keuangan, ciri-ciri 
umum yang juga merupakan sebagai kelemahan-kelemahan sektor ekonomi UMKM 
seperti tersebut di atas, tidak dapat dilepaskan dari profil sektor usaha ini, meliputi 
hal-hal berikut: 
a. Umumnya sektor usaha kecil dan menengah memulai usahanya dengan modal 
sedikit dan keterampilan yang kurang dari pendiri atau pemiliknya. 
b. Terbatasnya sumber-sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk membantu 
kelancaran usahanya, seperti dari kredit pemasok (supplier) dan pinjaman 
bank ataupun dari bank yang ingin melayani pengusaha kecil dan menengah. 
c. Kemampuan memperoleh pinjaman kredit perbankan relatif rendah. 
Penyebabnya antara lain karena kekurangmampuan untuk menyediakan 
jaminan dan lain sebagainya. 
d. Banyak dari pelaku sektor ekonomi UMKM belum mengerti pencatatan 
keuangan/akuntansi. Bahkan bagi mereka yang telah menggunakan pencatatan 
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keuangan masih mengalami masalah dalam penyusunan laporan keuangan, 
sehingga menurunkan kemampuannya untuk mengajukan proposal 
permohonan kredit pada perbankan. 
e. Umumnya sektor ekonomi UMKM kurang mampu membina hubungan 
dengan perbankan.  
Pada dasarnya, profil dari segi permodalan dan keuangan yang merupakan 
kelemahan-kelemahan sektor usaha kecil dan menengah tersebutlah yang menjadi 
kendala utama bagi sektor perbankan untuk menyalurkan kreditnya pada sektor 
UMKM ini. 
Ada 3 kelompok yang bisa dikategorikan sebagai UMKM : 
a. Usaha Mikro , yakni bersifat suatu usaha yang dikelola individu secara 
tradisional, informal. Belum berbadan hukum dan memiliki hasil usaha 
maksimal Rp100 juta. 
b. Usaha kecil yakni usaha yang memiliki kekayaan maksimal Rp 200 juta, tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki penjualan tahunan tidak 
sampai Rp 1 milyar, bersifat usaha perseorangan yang bisa berafiliasi ataupun 
tidak dengan usaha menengah skala besar, bisa berbadan hukum ataupun tidak 
berbadan hukum ataupun koperasi.  
c. Usaha Menengah, yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih antara 200 juta 
rupiah sampai Rp 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Bisa 
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berafiliasi ataupun tidak dengan usaha yang lebih besar, bisa ataupun tidak 
berbadan hukum atau koperasi. 
D. Konsep Penyaluran Zakat, Infak Dan Sedekah Sebagai Permodalan 
Produktif 
1. Kerangka Dasar Pendayagunaan Zakat sebagai Permodalan 
 
Pendayagunaan masyarakat merupakan suatu proses dimana masyarakat, 
khususnya mereka yang kurang bahkan tidak mempunyai akses kepada sumber daya 
pembangunan didorong untuk meningkatkan kemandirian dan mengembangkan 
perikehidupan mereka. Pada prinsipnya, masyarakat diharapkan mampu mengkaji 
tantangan utama dalam pembangunan mereka lalu mengajukan kegiatan-kegiatan 
yang dirancang untuk mengatasi masalah ini. 
Aktifitas pendayagunaan zakat ini kemudian menjadi basis lokal, regional dan 
bahkan nasional. Target utama pendekatan ini adalah kelompok yang termarginalkan 
dalam masyarakat. Namun demikian, hal ini tidak menafikkan partisipasi dari 
kelompok-kelompok lain 
Pendayagunaan masyarakat merupakan proses siklus yang terus menerus, 
proses partisipasif, dimana anggota masyarakat bekerjasama dalam kelompok formal 
maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha 
mencapai tujuan bersama. Jadi, pendayagunaan masyarakat lebih merupakan suatu 
proses daripada sebuah pendekatan formal saja. Hal ini dilakukan dengan 
mengembangkan efektifitas dan efisisensi penggunaan sumber daya pembangunan 
yang makin langka.  
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Hal yang kemudian perlu disadari dan dilakukan sebelum memulai penerapan 
pendekatan ini adalah menciptakan kesadaran dan meyakinkan semua pihak terkait. 
Aktivitas penyadaran ini khususnya dilakukan kepada mereka yang memegang posisi 
penting dalam manajemen dan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan.  
Disamping itu, mengingat pendayagunaan masyarakat adalah sebuah 
pendekatan yang relatif baru dan dibutuhkan perubahan sikap dan sikap dari semua 
pihak terkait yang terlibat. Maka, untuk memulai perubahan ini hendaknya dilakukan 
pada skala kecil. Setelah diperoleh pengalaman dan manfaat yang jelas dari 
pendekatan ini, maka penyebarluasannya secara lebih luas sudah bisa dimulai. Hal ini 
bisa dilakukan oleh organisasi yang sama dan juga pada sektor-sektor yang lain 
2. Tujuan dan Manfaat  Penyaluran ZIS sebagai Permodalan Produktif 
 
Pemilihan atas model pendayagunaan ZIS dengan pendekatan pendayagunaan 
masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam 
mengembangkan perikehidupan mereka. Secara langsung, pendekatan ini bertujuan 
untuk : 
a.  Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali dan memprakarsai 
kegiatan untuk memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dengan 
menggunakan sumber daya (modal, keahlian, pengetahuan, keuangan) mereka 
sendiri dengan cara berkelanjutan. 
b. Meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap 
kesinambungan kegiatan dan program pembangunan mereka sendiri.  
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c. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menilai sumber daya yang bisa 
mendukung kegiatan-kegiatan mereka. 
Secara sederhana, pendekatan pendayagunaan zakat dengan pemberdayaan 
masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengenali masalah 
dan kebutuhan mereka, mencari solusi dan merancang kegiatan-kegiatan yang tepat 
untuk mengatasi masalah dan kebutuhan ini. Selain itu, pendekatan model ini akan 
mempererat hubungan antar anggota dalam masyarakat itu sendiri dan masyarakat 
lain serta lembaga-lembaga pendukung. 
3. Pola dan Bentuk Penyaluran ZIS Sebagai Modal Usaha 
Seperti telah dijelaskan, bahwa Penyaluran ZIS sebagai modal usaha adalah 
pendayagunaan zakat yang dilakukan dengan memberikan “ Kail ” kepada mustahik 
dan bukan memberikan “ ikan “ saja. Melalui model semacam ini, arah dari 
penyaluran zakat adalah meningkatkan kemampuan individu, kelompok maupun 
masyarakat agar lebih mandiri dalam usahanya. 
Pola pendayagunaan masyarakat harus berubah dari pola lama yang 
berorientasi proyek bantuan dan lebih sering bersifat kuantitatif dan eksentif serta 
bersifat insidental. Saat ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan masalah 
kualitas, intensitas dan kontinuitas kagiatan agar tujuan program benar-benar 
terwujud, termasuk zakat untuk modal usaha. Namun demikian, dalam 
pendayagunaan zakat tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum 
dalam al-Qur’an dan al-Hadits serta ajaran Islam tentang hal tersebut. 
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Agar apa yang diinginkan diatas berhasil, beberapa hal yang kemudian 
diperhatikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulsel ketika 
mengaktualisasikan pendekatan pemberdayaan tersebut adalah : 
a. Tepat Wilayah yaitu wilayah memang potensial dan berada pada tata ruang 
yang benar. Sedangkan yang dimaksud dengan wilayah pendayagunaan 
tersebut adalah lokasi tertentu dengan segala strata 
b. Tepat target yaitu masyarakat yang betul-betul perlu diberdayakan. 
c. Tepat sasaran dan arah pembinaan sesuai dengan keluaran yang diharapkan. 
d. Tepat materi yaitu yang betul-betul dibutuhkan baik jenis, volume maupun 
kualitasnya. 
e. Tepat waktu artinya apa yang disampaikan tepat benar pada saat yang 
dibutuhkan. 
Terkait dengan hal itu, bentuk program yang kemudian dikembangkan oleh 
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  Provinsi Sulsel adalah Program Bina 
Ekonomi Terpadu. Program ini adalah program pemberdayaan pengusaha lemah 
(UMKM) atau mustahik produktif dengan memberikan bantuan modal usaha dengan 
menggunakan fasilitas : 
a. Hibah, Zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan 
antara pengelola dengan mustahiq setelah penyerahan zakat. 
b. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola 
kepada mustahiq dengan catatan harus qardhul hasan, artinya tidak boleh ada 
kelebihan yang harus diberikan oleh mustahiq kepada pengelola ketika 
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pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah 
yang dipinjamkan. 
c. Pembiayaan, Penyaluran zakat oleh pengelola kepada mustahiq tidak boleh 
dilakukan berupa pembiayaan, artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul 
ma'al dengan mudharib dalam penyaluran zakat Disinilah letak masalalah 
pendayagunaan zakat.  
E. Model Penyaluran ZIS 
Penyaluran ZIS adalah inti dari seluruh kegiatan pengumpulan dana zakat. Di 
dalam mengoptimalkan fungsi zakat sebagai amal ibadah sosial mengharuskan 
pendayagunaan zakat diarahkan pada model produktif dari pada model komsumtif 
seperti ketentuan yang tercantum dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan 
zakat.
26
 Dalam pelaksanaannya, model penyaluran zakat pada diarahkan pada sektor-
sektor pengembangan ekonomi dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf 
kesejahteraan mustahiq. 
Secara garis besar model penyaluran zakat digolongkan ada empat yaitu: 
1. Model Distribusi Bersifat Konsumtif Tradisional 
Komsumtif tradisional adalah suatu model penyaluran zakat yang diberikan 
kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,
27
 dikaitkan dengan model 
penyaluran Badan Amil Zakat Nasional, mencakup bantuan untuk memenuhi 
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kepentingan bencana alam seperti yang dilaksanakan di Aceh pasca tsunami, bencana 
banjir bandang di Jember, gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006. Program ini 
dimasukkan sebagai program kemanusiaan. Sebagai suatu program kemanusiaan 
maka ia lebih ditunjuk untuk merespon kepentingan mustahik dalam bentuk sesaat, 
seperti evakuasi, logistik, pelayanan kesehatan dan pemberian tenda-tenda pengungsi. 
Dilihat dari sisi sifatnya, ia bersifat darurat dan tidak permanen. Namun 
demikian, jika dilihat dari sisi manfaat yang diterima oleh mustahik, tampaknya lebih 
bersifat komsumtif. Dengan kata lain dana zakat yang diberikan dirasakan sekedar 
meringankan beban penderitaan mereka. Dikategorikan model ini dalam bentuk 
tradisional, karena tidak tersentuh daya kreasi oleh amil zakat dalam penangannannya 
dibandingkan ketiga model lainnya. Hal ini dipahami dari maksud kata secara 
tradisional yakni sikap dan cara berfikir serta bertindak yang selalu berpegang pada 
norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-temurun.
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Dari sisi sosiologis kecendrungan pengelolaan amil zakat yang berbasis 
tradisional  ini relatif  menjadikan  menjadikan fungsi amil sebagai pemberi zakat.  
Sebagaimana yang dinyatakan mohammad Daud Ali bahwa ketika zakat, pada 
umumnya habis disalurkan kepada yang berhak menerimanya untuk tujuan-tujuan 
komsumtif saja.
29
 Kecendrungan secara tradisional pengelolaan zakat mengandung 
arti bahwa muzakki dan atau amil  tidak memperhitungkan pemanfaatannya melalui 
suatu manajemen tertentu. 
                                                          
28





2. Model Distribusi Bersifat Komsumtif Kreatif 
Pandangan komsumtif kreatif adalah suatu model pemberian zakat yang 
diberikan kepada mustakik melalui pemberian alat atau sarana yang mendukung 
kegiatan tertentu seperti beasiswa, alat-alat sekolah. Tampaknya dimaksud 
keberadaan komsumtif, menunjukkan bahwa barang yang diterima oleh mustahik 
hanya dirasakan manfaatnya dalam waktu tertentu dan tidak dalam jangka panjang 
serta tidak memberikan nilai ekonomis secara langsung kepada mustahik. Pandangan 
ini sesuai dengan makna komsumtif yaitu hanya memakai tidak menghasilkan 
sendiri.
30
 Makna kreatif menurut bahasa adalah dipahami sebagai memiliki 
kemampuan untuk menciptakan dan mengandung daya cipta. 
Penalaran makna komsumtif kreatif  diatas, relevan dengan fungsi barang atau 
jasa yang diambil dari zakat bagi mustakik, seperti beasiswa untuk membiayai 
kepentingan pendidikan siswa, serta alat-alat sekolah untuk mendukung aktivitas 
belajar siswa. Kedua contoh ini, memang membawa nilai kreatiftivitas bagi siswa 
dalam aktivitasnya. Namun demikian, sekap komsumtif tetap mengandung arti 
sebagai barang atau jasa yang diterima mustahik atau siswa yang tidak diharapkan 
diperbaharui oleh amil meskipun barang atau jasa tersebut dapat digantikan dengan 
yang lain. 
3. Model Distribusi Zakat Bersifat Produktif Tradisional 
Zakat dalam bentuk produktif adalah zakat yang diberikan dalam bentuk 
barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukangan dan 
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sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang 
menciptakan lapangan kerja baru bagi fakir miskin. Kata produktif mengandung arti 




Sifat tradisional yang terkait dengan kata produktif sebagaimana diuraikan 
sebelumya bahwa mengandung arti pengelolaan zakat dan bersifat tradisional jauh 
dari pengelolaan yang berbasis manajemen dan dikaitkan dengan model ini 
tampaknya, pemberian dalam bentuk jasa dan dari zakat hanya diberikan oleh amil 
kepada mustahik tanpa didukung oleh pengelolaan yang berbasis manajemen. 
Model pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional pada peningkatan kualitas 
sumber daya insani dan dakwah, tidak dapat dikategorikan ke dalam teori ini. Selain 
karena sifatnya yang berbeda juga aspek manajemen. Dari sisi teori ini cendrung pada 
aspek barang dan ekonomi. Sedang model pendayagunaan yang dikembangkan 
Badan Amil Zakat Nasional cenderung pada aspek kultural. Dari aspek manajemen , 
teori produktif tradisional ini terkesan tidak mengedepankannya,  sementara model 
pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional justru ia merupakan objek manajemen. 
4. Model Distribusi Zakat Bersifat Produktif Kreatif 
Produktif kreatif adalah semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam 
bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial 
maupun membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.  
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Pandangan ini menjadikan kata kreatif berbeda dengan model ketiga yakni produktif 
tradisional. Kata kreatif akan dapat dipahami jika memahami contoh yang 
dikemukaan dan membandingkan dengan model sebelumya. 
 Pemberian modal usaha dalam contoh diatas, merupakan dimensi ekonomi 
sedang “pembangunan proyek sosial” berkaitan dengan dimensi sosial religius dan 
kultural. Dibanding dengan model ketiga, tampaknya kata tradisional berlawanan 
dengan kata kreatif. Makna kreatif dipahami sebagai bagian dari upaya amil zakat 
untuk memberikan modal dalam bentuk aktifitas yang tersentuh dengan nilai-nilai 
kedinamisan modern. Menurut teori ketiga, dipahami bahwa pemberian untuk natura 
berupa kambing, mesin jahit masih dipandang sebagai kegiatan tradisional, sedang 
pemberian modal ekonomi untuk usaha dan proyek sosial dipandang kegiatan yang 
berkembang dalam nuansa kreatifitas dalam artian dilakukan secara modern dan 
bahkan terkesan dengan melibatkan aspek manajemen. 
Dalam kaitan memaksimalkan fungsi zakat, maka pola pemberian zakat 
tidak terbatas pada yang bersifat konsumtif. Tetapi harus lebih yang bersifat 
produktif. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan dengan 
keteladanan yang beliau lakukan ketika memberikan kepada seorang fakir sebanyak 
dua dirham sambil memberikan anjuran agar mempergunakan uang tersebut, satu 




Untuk penganti pemerintah saat ini dapat diperankan oleh badan amil zakat 
atau lembaga amil zakat yang kuat, amanah, dan profesional. BAZ atau LAZ bila 
memberikan zakat yang bersifat produktif harus pula melakukan pembinaan atau 
pendampingan kepada mustahiq zakat agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan 




Dengan model yang produktif, tepat sasaran serta berkelanjutan, zakat 
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteran dan membebaskan diri dari belenggu 
kesengsaraan ekonomi, serta mengangkat derajat status kaum dhuafa (mustahiq) 
menjadi muzaki dikemudian hari. 
F. Teori Efektifitas 
Efektifitas adalah tingkat dimana kinerja sesungguhnya (aktual) sebanding 
dengan kinerja yang ditargetkan. Efektifitas bisa juga berarti hubungan antara output 
dengan tujuan, dimana efektifitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output 
atau keluaran, kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang 
telah ditetapkan. 
Efektifitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya. Apabila organisasi telah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut 
berjalan dengan efektif. 
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Sebuah kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan kegiatan itu akhirnya dapat 
dicapai. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai 
yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan 
ketidakpuasan, meskipun efektif kegiatan tersebut dapat dikatakan tidak efisien. 
Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari dari kegiatan itu mempunyai nilai tidak 
penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu, kita 
dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila 
hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau 
tidak. 
Peter Drucker menyatakan, “effectiveness means how far we achieve the goal 
and efficiency means how do we mix various resources properly”. Efektifitas berarti 
sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur 
sumber daya secara cermat. Tujuan dari efektifitas dana zakat adalah: 
1. Untuk mengukur seberapa besar pengelolaan dana zakat yang mampu dihimpun 
dan disalurkan (didayagunakan) oleh lembaga amil zakat. 
2. Untuk mengetahui kinerja dari lembaga amil zakat yakni dengan melihat laporan 
keuangan lembaga amil zakat. 
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lembaga amil zakat terhadap 








A. Jenis penelitian 
Jenis peneliatian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang 
mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, 
dibentuk oleh kata-kata berdasarkan tektik pengumpulan data dan analsis data yang 
relevan yang diperoleh dari situasi alamiah. 
B. Objek dan Tempat Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sul-Sel 
Jl.Mesjid  Raya  No. 55  Makassar.  Yang bertujuan untuk mengetahui model dan 
mekanisme penyaluran Zakat untuk membantu usaha, mikro, kecil dan menengah 
yang membutuhkan modal dan penerapannya di Kota Makassar. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu data 
primer dan data sekunder. 
1. Data Primer ialah data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti 
untuk tujuan yang khusus. Data ini diperoleh secara langsung dari hasil 




2. Data Sekunder ialah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan 
oleh peneliti diluar diri peneliti sendiri, meskipun yang dikumpulkan itu 
sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder adalah data yang 
dilakukan dengan cara membaca literatur kepustakaan, internet, 
D. Metode Pendekatan 
1. Pendekatan Syari’at yaitu dalam membahas skiripsi ini penulis 
mempergunakan Al-Qur’an dan Hadist Nabi Saw sebagai rujukan utama. 
2. Pendekatan Sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan jalan melihat gejala-
gejala sosial yang kemungkinan terjadi dan dapat mempengaruhi terjadinya 
aksi dalam interaksi antara anggota masyarakat sosial. 
E. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Kajian Pustaka (Library Research) yaitu metode pengumpulan data dengan 
cara mempelajari, menelaah literatur buku-buku, laporan, artikel, jurnal dan 
bahan lain dari berbagai situs website yang mendukung.. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu mengumpulkan data di lapangan 
dengan jalan: 
a. Observasi  
Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui 
secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah 
pengamatan panca indra manusia (penglihata dan pendengaran) diperlukan 
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untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya 
catatan tersebut di analisis. Observasi bertujuan menjawab masalah 
penelitian. Dalam hal ini yang peneliti lakukan adalah mendatangi langsung 
lokasi Badan Amil Zakat Provinsi Nasional Sul-sel. Serta orang-orang yang 
menerima dana Zakat dari BAZNAS Provinsi Sulsel secara bergulir dalam 
bentuk sebagai modal pinjaman. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data 
yang kongkerit tentang Model Penyaluran zakat sebagai permodalan bagi 
usaha mikro, kecil dan menengah 
b. Wawancara 
Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh 
dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.  Adapun 
teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik 
wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan 
susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah pada saat 
wawancara, di sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi suku, gender, usia, 
tingkat pendidikan, pekerjaan atau responden yang di hadapi. Sedangkan 
tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang terkait 
dengan Zakat sebagai permodalan bagi Usaha mikro,  kecil dan menengah. 
Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak 
yang ada dalam struktur kepengurusan BAZNAZ Provinsi Sul-Sel dan pihak 




Metode dokomentasi ini adalah metode pencarian dan pengumpulan data 
mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat  
kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya, yang ada 
hubunganya dengan tema penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh 
data-data yang berkaitan dengan pelaksanaan program kelembagaan, seperti 
pengumpulan zakat, pendisribusian zakat, pendayagunaan zakat, dan data-
data tentang sejarah  lembaga itu sendiri serta data-data lain yang 
berhubungan dengan pokok penelitian. 
Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 
dokomen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimliki oleh 
pihak lembaga itu sendiri. 
F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data 
Adapun metode yang digunakan terhadap pengolahan dan penganalisaan data 
yaitu: 
1. Induktif, yaitu suatu proses berfikir yang bertolak dari sejumlah data-data dari 
berbagai kepustakaan kemudian menurunkan suatu kesimpulan dengan cara 
generalisasi atau analogi serta hubungan kausal. 
2. Deduktif, adalah proses berfikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Sejarah terbentuk/berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi 
Selatan. 
Masyarakat Sulawesi Selatan yang mayoritas umat islam memiliki potensi 
zakat (mal, fitrah, pertanian, dan lain-lain) yang sangat besar. Namun, potensi ini 
belum dimanfaatkan karena dikelola secara individual. Kalaupun sudah ada badan 
pengelolanya, namun belum maksimal dan transparan. Akibatnya, terjadi krisis 
kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola zakat, sehingga masyarakat masih 
mendistribusikan zakat mereka sendiri. 
Melihat kondisi demikian, maka pemerintah mengeluarkan undang-undang 
(UU) No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan secara operasional 
dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 373 tahun 2003 dan 
Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2000 
tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Zakat.  
Pemerintah daerah Sulawesi Selatan menindak lanjuti keputusan tersebut 
dengan mengeluarkan surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 420/VI/2001 
tanggal 25 Juni 2001 tentang pengangkatan pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) 
Provinsi Sulawesi Selatan yang dikukuhkan pada tanggal 04 September 2001. Dan 
pada tanggan 29 Januari 2007 bertepatan dengan 10 Muharam, Bapak Gubernur 





Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh 
pemerintah terdiri dari unsur  masyarakat dan pemerintah dengan tugas 
mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan 
ketentuan agama. Lembaga amil zakat adalah institusi pengelola zakat yang 
sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di 
bidang da’wah, pendidikan, social dan kemaslahatan umat Islam. Unit pengumpulan 
zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh badan amil zakat untuk melayani 
musakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, 
baik dalam negeri maupun luar negeri. 
Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan pemerintah di daerah provinsi 
oleh Gubernur  atas usul Kepala Wilayah Departemen Agama Provinsi atas 
permohonan Lembaga Amil Zakat setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut : 
a. Berbadan hukum. 
b. Memiliki data musakki dan mustahiq. 
c. Memiliki program kerja. 
d. Memiliki pembukuan. 
e. Melampirkan surat persyaratan bersedia diaudit. 
Pengukuhan dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan 
penelitian persyaratan. Proses pengukuhan dapat pula dibatalkan apabila tidak lagi 





Badan Amil zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan mulai 
menjalankan fungsi dan tugasnya pada tahun 2001. Sekretariat Badan Amil zakat 
Nasional (BAZNAS)  Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di Jalan Mesjid Raya 
No. 55 Makassar, terdiri atas satu bagunan yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 
kantor, sekolah, dan rumah bersalin. 
2. Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan 
Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan sejak 
terbentuknya memiliki visi dan misi sebagai berikut: 
a.  Visi, yaitu mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan kaum dhu’afa. 
b. Misi, yang terdiri atas: 
1) Mengembangkan pengelolaan zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, dan lain-
lain secara profesional atas dasar STAF (Shiddiq, Tabligh, Amanah, 
Fathanah). 
2)  Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat. 
3)  Mengubah kondisi mustahik menjadi muzakki. 
3. Susunan struktur organisasi  BAZNAS Provinsi Sulawesi Selatan 
Susunan Amil Zakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendikia, tokoh 
masyarakat, tenaga professional dan wakil pemerintah. Badan Amil Zakat daerah 





Badan Amil Zakat Nasional daerah provinsi Sulawesi-Selatan terdiri atas 
dewan pertimbangan, komisi pengawas dan badan pelaksana. Badan pelaksana terdiri 
atas seorang ketua,beberapa orang wakil sekretaris, seorang bendahara, bidang 
pengumpulan, bidang pendistribusian, bidang pendayagunaan,  dan bidang 
pengembangan. Dewan pertimbangan terdiri atas ketua, seorang wakil ketua, seorang 
sekretaris, seorang wakil sekretaris, dan banyak-banyaknya 7 (tujuh) orang anggota. 
Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat badan amil zakat di semua 
tingkatan membentuk unit pengumpul zakat. 
4. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab 
Badan Pelaksana Amil Zakat daerah provinsi Sulawesi Selatan bertugas 
sebagai berikut : 
a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
b. Mengumpulkan dan mengelolah data yang diperlukan untuk penyusunan 
rencana pengelolaan zakat. 
c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang mengelolaan, pengumpulan, 
pendistribusian dan pendayagunaan zakat. 
d. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, 
informasi, dan edukasi pengelolaan zakat. 
Dewan pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional daerah Provinsi Sulawesi-





maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi. Komisi pengawas Badan Amil 
Zakat Nasional daerah provinsi Sulawesi-Selatan  bertugas melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, 
pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat. 
Ketua badan pelaksana badan amil zakat di semua tingkatan bertindak dan 
bertanggung jawab untuk dan atas nama badan amil zakat ke dalam maupun ke luar 
dan memiliki masa tugas kepengurusan badan amil zakat adalah selama 3 (tiga) 
tahun. Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing badan amil zakat di semua 
tingkatan menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan 
masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar badan 
amil zakat di semua tingkatan. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan 
badan amil zakat bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya 
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas 
bawahannya dan bawahan wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta 
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala 
tepat pada waktunya. 
Kepala divisit/bidang/seksi/urusan badan amil zakat menyampaikan laporan 
kepada ketua badan amil zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-
laporan berkala badan amil zakat. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan badan 
amil zakat wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih 





5. Lingkup Kewenangan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat 
Pembayaran zakat dapat dilakukan kepada unit pengumpul zakat pada Badan 
Amil Zakat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan kecamatan secara langsung atau 
melalui rekening pada Bank. Lingkup kewenangan pengumpulan zakat termasuk 
harta selain zakat seperti: infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat. 
Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan 
berdasarkan persyaratan sebagai berikut : 
a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu 
fakir, miskin , amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. 
b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan 
dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan. 
c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing. 
Jika kita melihat sejarah perkembangan zakat di Indonesia, kita dapat melihat 
masyarakat muslim Indonesia menunaikan zakatnya secara individu dan tradisional. 
Mereka menyalurkan secara langsung kepada mustahik, kyai, ajengan, masjid dan 
pesantren. Kemudian keluar SKB Menteri Agama dan Mendagri yang mengatur 
mengenai pengelolaan zakat di Indonesia. Maka berdasarkan SK Gubernur DKI pada 
1968, untuk pertama kalinya berdiri BAZIS DKI. Setelah itu, menyusul pendirian 
BAZIS di berbagai provinsi lainnya. Mulailah, masyarakat melalui berbagai 





Perkembangan zakat di Indonesia terus mengalami kemajuan setelah lahirnya 
Undang-Undang Zakat No. 38 tahun 1999, sehingga zakat sudah di urus oleh badan 
maupun lembaga amil zakat yang amanah dan professional, dengan menggunakan 
sistem modern. Munculnya lembaga-lembaga zakat profesional di Indonesia saat ini, 
telah memberikan harapan besar bagi usaha pemerataan distribusi harta kekayaan dan 
meminimalisir kemiskinan dan penderitaan yang banyak diderita masyarakat.  
Sejak Indonesia dilanda krisis ekonomi pada tahun 1997 lalu, jumlah 
masyarakat miskin di Indonesia meningkat. Dalam hal ini, Islam seharusnya dapat 
menjadi solusi atas permasalahan tersebut. Untuk merealisasikannya, maka zakat 
produktif  menjadi pilihan alternatif untuk mengentaskan kemiskinan. Senada dengan 
hal itu, Rasulullah saw menyampaikan dalam sebuah hadis yang artinya, “ambilah 
zakat dari golongan orang-orang kaya diantara kamu untuk diberikan kepada fakir 
miskin di lingkunganmu”. Hadis ini jelas menunjukkan fungsi zakat untuk membantu 
mengentaskan fakir miskin dari kesulitannya. 
Sementara itu, Undang-Undang (UU) No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan 
Zakat juga telah menetapkan adanya zakat produktif. Tentang zakat produktif ini di 
jelaskan dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: “Zakat dapat didayagunakan untuk 
usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas 
umat” 
Badan Amil Zakat Nasional  (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan zakat  






a. Konsumtif  
Dalam hal terbagi menjadi dua, yaitu: 
1) Konsumtif Tradisonal. 
Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi 
sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir 
miskin setiap idul fithri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para 
muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan 
pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka 
pendek dalam mengatasi permasalahan ummat. 
2) Konsumtif Kreatif. 
Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk 
membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi 
yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan 
beasiswa untuk para pelajar, kesehatan, bantuan sarana ibadah seperti sarung 
dan mukena, bantuan alat-alat pertanian seperti cangkul, gerobak jualan untuk 
pedagang kecil dsb. 
b. Produktif 
     Dalam hal terbagi menjadi dua, yaitu: 
1) produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang 
produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan 
sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha 





2) produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang 
dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek maupun untuk 
membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil. 
c. Kesehatan 
Dalam kategori ini penyaluran yang diberikan maksudnya dalam bentuk 
pelayanan kesehatan gratis berupa: pemeriksaan kehamilan, persalinan 24 jam, 
perawatan setelah melahirkan, imunisasi, dan pelayanan keluarga berencana (KB). 
d. Pendidikan 
Dalam kategori ini penyaluran yang diberikan maksudnya dalam bentuk 
alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.  
B. Prosedur Penyaluran Zakat Sebagai Modal Usaha Produktif 
Prosedur adalah cara-cara yang dipakai dalam melakukan penghimpunan, 
Penyaluran maupun administrasinya sehingga diperoleh kepastian standar bagi 
manajemen dalan melaksanakan aktivitasnya. Kegiatan utama dari BAZNAS Provinsi 
Sulsel adalah menyalurkan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syari’ah 
Islam dengan dana yang berasal dari penerimaan ZIS serta dana-dana kebajikan 
lainnya. Oleh karena sumber dana tersebut merupakan dana amanah yang 
dipercayakan oleh dermawan, maka dalam proses penghimpunan dan penyaluran ZIS 
mutlak harus memenuhi ketentuan-ketentuan didalam al-Qur’an dan al-Hadits serta 







1.  Penerimaan Proposal Usaha 
Tahapan penerimaan proposal merupakan tahap awal dari Penyaluran zakat 
sebagai modal usaha di BAZNAS Provinsi Sulsel. Proposal tersebut diajukan oleh 
setiap pemohon kepada BAZNAS Provinsi Sulsel melalui Badan Pelaksana 
BAZNAS Provinsi Sulsel. Tujuan diadakannya tahap ini adalah untuk mendapatkan 
gambaran usaha yang akan dijalankan oleh pemohon/mustahik. Proses pengajuan 
proposal dilakukan dengan menyerahkannya terlebih dahulu ke Badan pelaksana 
sebelum dibawa ke badan pertimbangan. Adapun secara lengkapnya, prosedur 
pengajuan proposal adalah sebagai berikut : 
a. Proposal diserahkan kepada badan pelaksana. 
b. Dicatat pada buku Pengajuan Permohonan Baru, sedangkan yang tidak 
memenuhi syarat dikembalikan atau disimpan untuk dikembalikan kepada 
pemohon. 
c. Identifikasi Permohonan 
1) Proposal permohonan yang memenuhib persyaratan tersebut 
diklarifikasikan kembali sesuai rencana pendayagunaan, yang tidak sesuai 
dibuatkan surat penolakannya. 
2) Proposal permohonan yang termasuk prioritas program kemudian dibahas 
dalam 
2. Analisa Kelayakan Usaha Mustahik 
Tahapan kedua ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan seleksi atas 





BAZNAS Provinsi Sulsel. Seleksi ini dimaksudkan untuk menentukan apakah usaha 
yang diajukan oleh mustahik tersebut bisa diberikan pendanaan atau tidak.  
Usaha mustahik yang berhak diberikan pendanaan adalah usaha yang 
memenuhi syarat dan kriteria usaha yang telah dibuat oleh BAZNAS Provinsi Sulsel. 
Sedangkan untuk usaha mustahik yang tidak memenuhi syarat dan kriteria yang 
ditentukan, maka ia tidak akan diberi dana dan proposalnya akan dikembalikan lagi 
kepadanya. 
Syarat atau ketentuan dan kriteria usaha yang akan diberikan pendanaan oleh 
BAZNAS Provinsi Sulsel adalah : 
a. Mengandung unsur-unsur pemberdayaan, antara lain : 
1) Program merupakan keinginan dari kelompok mustahik untuk menjadi yang 
lebih baik 
2) Menggunakan dan mengakses sumber daya setempat (SDM dan SDA) 
3) Bersifat massal, melibatkan mustahik minimal 3 orang. 
b. Terdapat unsur peningkatan (pemberdayaan mustahik) 
c.  ada yang menguasai jenis usaha tersebut 
d. Lebih dari satu pihak yang terlibat 
e.  Khas, kompeten dan unggul. 
3. Pembahasan Proposal 
Aktivitas yang dilakukan pada tahapan ketiga ini adalah pembahasan tentang 





Dewan Pengawas untuk menyetujui atau menolak fasilitas pendatyagunaan yang 
diajukan. 
4. Pencairan Dana 
Pada tahapan yang keempat ini, BAZNAS Provinsi Sulsel melakukan 
pencairan dana bagi setiap proposal usaha yang telah disetujui oleh Dewan 
Pertimbangan dan Dewan Pengawas.  
5. Pembinaan 
Setelah dana dicairkan dan usaha dijalankan, tanggung   BAZNAS Provinsi 
Sulsel tidak berhenti sampai disini. Namun, pihak BAZNAS Provinsi Sulsel 
kemudian harus melakukan pembinaan terhadap mustahik penerima dana tersebut. 
Tahap pembinaan ini dijalankan agar dana yang telah dikucurkan serta usaha yang 
telah dijalankan bisa berkembang. Sehingga mustahik yang menerima dana tersebut 
lambat laun bisa berubah menjadi muzakki. 
6. Monitoring atau Pengawasan 
Kegiatan ini dilakukan oleh pihak BAZNAS Provinsi Sulsel sebagai salah satu 
upaya untuk melakukan kontrol atas usaha yang dijalankan oleh mustahik. Hal ini 
penting untuk dilakukan agar usaha yang dijalankan oleh mustahik bisa sesuai dengan 
perencanaanya. Sehingga kemungkinan adanya kerugian atas usaha mustahik bisa 
dicegah atau diminimalisir. Metode pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS 







C. Rekapitulasi Penyaluran Dana Zakat Produktif 




Tahun No  Nama kegiatan Volume Satuan Jumlah 
2009 1 Kursus menjahit 10 orang 1 angkatan 
 
    
    pengadaan mesin jahit 10 
              
750,000  
        
7,500,000  
    Pengadaan mesin  jahit obras 1 
              
650,000  
            
650,000  
    Pengadaan Mesin Bordir 1 
          
2,000,000  
        
2,000,000  
    Honor instruktur 1 orang 3 
              
750,000  
        
2,250,000  
    bahan praktek 3 
          
2,500,000  
        
7,500,000  
    Modal Usaha pasca kursus menjahit 10 
              
500,000  
        
5,000,000  
    transport peserta 3 bulan 10 
                
15,000  
        
7,200,000  
    JUMLAH 
 
  
      
32,100,000  
2010 1 Dana bergulir 1 5,000,000 50,000,000 
  2 Kursus Menjahit 
 
1,800,000 18,000,000 
  3 Bantuan Modal usaha 9 Kab/kota 
berupa 3 mesin jahit dan 1 kompresor  
5,900,000 59,000,000 
    
 
    
    JUMLAH 
 
  127,000,000 
2011 1 Kursus menjahit 2 
        
20,000,000  
      
40,000,000  
  2 Bantuan Modal Usaha 100 
          
2,000,000  
    
200,000,000  
    Jumlah 
 
  
    
240,000,000  
 
4.1 Sumber. Laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sulsel  
                                                          
1





Jumlah Penyaluran zakat dalam bentuk produktif disalurkan oleh Baznas 
Sulsel pada tahun 2009 sebesar Rp.32,100,000. Pada tahun 2010 penyaluran zakat 
dalam bentuk produktif yang dikelola Baznas mengalami Peningkatan yakni 
berjumlah Rp.127.000.000. pada tahun 2011 Baznas Sulsel menyalurkan Zakat 
produktifnya sebesar Rp. 240.000.000 jumlah ini bertambah dibandingkan dengan 
tahun 2011. 
Dengan semakin bertambah penyaluran zakat produktif yang dikeluarkan 
Baznas tiap tahunnya di harapkan dapat mengurangi kemiskinan dengan membuka 
lapangan kerja baru, serta dengan pemberian modal kerja untuk para usaha mikro, 
kecil dan menengah. 
D. Paparan dan Analisis Data 
1. Model penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Permodalan UMKM Yang di 
laksanakan Oleh BAZNAS Provinsi Sulsel  
Terkait dengan model penyaluran zakat, Infaq, dan sedekah sebagai 
permodalan bagi UMKM. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan pak 
Rasmuddin, selaku pengurus BAZNAS Prov. Sulsel, beliau menyampaikannya 
sebagai berikut : 
“Terkait dengan model penyaluran ZIS untuk UMKM, kita wujudkan dalam 
pemberdayaan ekonomi. Zakat kita salurkan dalam bentuk keuangan berupa 
modal usaha.untuk mewujudkan bantuan modal itu berdaya guna dan hasil 
guna,kita mengharapkan bantuan yang sudah di terima di pergunakan sesuai 
dengan isi permohonan yang mereka ajukan. ”2 
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Dari hasil wawancara model  Penyaluran ZIS jenis ini tergolong model 
penyaluran zakat produktif kreatif, Sebab zakat yang diberikan berupa permodalan 
guna menambah permodalan usaha kecil. Menurut hemat peneliti, pemberian 
permodal seperti dalam bentuk keuangan memiliki banyak kelebihan untuk 
digunakan sesuai dengan kebutuhan yang di kehendaki. Dengan kehadiran tambahan 
modal, maka akan menumbuh suburkan semangat berusaha, dan meningkatkan 
kemampuan yang di miliki dalam menciptakan lapangan pekerjaan. 
Oleh karena itu, pemberian modal usaha merupakan kebijakan yang dapat 
dibenarkan untuk lembaga pengelola zakat. Sebab pada kenyataanya, kebijakan yang 
di lakukan oleh amil relevan dengan kajian teori tentang lembaga pengelolah zakat 
yaitu Untuk mencapai efesiensi dan efektifitas, serta sasaran yang tepat dalam 
pengunaan harta zakat menurut skala proritas yang ada pada suatu tempat. 
Sedangkan pada penyaluran dana zakat yang di berikan pada para pelaku 
usaha mikro, kecil, dan menengah . sebagai bentuk modal pinjaman, secara logika 
merupakan tenkis di lapangan dalam mensyiasati agar dana zakat tersebut tidak hanya 
satu orang saja yang mengunakan dan memanfaatkan, tetapi bisa di gunakan untuk 
membantuk para pelaku usaha lain yang kesulitan modal.  
“Zakat, Infaq, dan Sedekah ini kita salurkan dalam bentuk dana bergulir yang 
dimana dana ZIS yang dipinjamkan akan di kembalikan sesuai dengan pokok 
pinjaman yang diberikan.”3 
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Wawancara pak Bakri selaku Pengurus BAZNAS Provinsi SULSEL 
mengenai model penyaluran zakat bahwa : 
“Dana Zakat, Infaq dan Sedekah kita juga salurkan dalam bentuk bantuan 
perberdayaan UMKM, jadi kita melakukan pelatihan kursus menjahit setelah 
pelatihannya selesai memberikan bantuan usaha berupa mesin jahit untuk 
mereka memulai untuk berwirausaha serta kita membantu dalam penyediakan 
modal awal untuk mereka memulai usaha.  
Kita juga pernah memberikan bantuan modal usaha ke 9 kota/desa berupa 3 
mesin jahit dan 1 kompresor di setiap desa/kota untuk di bagikan.”4 
 
Bila menimbang dan memperhatikan dari wawancara di atas, maka ada 2 
model penyaluran zakat yang di aplikasikan oleh BAZNAS Provinsi Sulsel tergolong 
model Penyaluran zakat bentuk model produktif kreatif dan produktif tradisional. 
Penyaluran zakat dalam bentuk produktif akan dapat merangsang mustahiq untuk 
berusaha dan berkrasi dalam menciptakan lapangan pekerjaan buat dirinya sendiri.  
Dengan demikian, maka orientasi dan prioritas pemanfaatan zakat yang 
dilakukan oleh BAZNAS diarahkan untuk membuka lapangan pekerjaan dengan 
tujuan kemanfaatan jangka panjang (pengentasan kemiskinan dalam meningkatkan 
kesejahteraan). Dengan kata lain eksistensi  zakat, Infak dan sedekah bisa diarahkan 
sebagai sumber pendanaan dalam melakukan pemberdayaan dan pemerataan 
pendapatan masyarakat. Dengan demikian, misi transformatif zakat bisa lebih 
mengena dan membumi dalam kehidupan sosial-politik masyarakat bangsa Menurut 
hemat peneliti, BAZNAS Provinsi Sulsel dalam menjalankan tugasnya sebagai 
lembaga pengelola zakat sudah tepat dan efektif. Di samping itu, kinerja BAZNAS 
Provinsi Sulsel dalam mendistribusikan zakat dalam bentuk produktif telah sesuai 
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dengan peranannya sebagai lembaga pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan 
kesejahteraan. Pada realitanya, model pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh 
sebagai mana yang di sampaikan oleh mereka berdua merupakan sebuah bukti nyata 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam 
pengembangan diri atau keluarga menjadi masyarakat yang berkesejahteraan 
berdasarkan nilai agama Islam.  
2. Efektifitas penyaluran ZIS sebagai permodalan bagi UMKM pada BAZNAS 
Provinsi Sulsel 
Peran dan fungsi amil sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan 
zakat yang meliputi penghimpunan/penarikan, pengelolaan, pendistribusian zakat, 
pelaporan dan pencatatan. Dalam hal ini jika amil melakukan kesalahan dalam 
kerjanya seperti tidak amanah,tidak profesional dan tidak transparan sehingga dapat 
mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat dan lama-kelamaan kepercayaan 
terhadap amil akan menghilang, sehingga eksistensi amil pun akan menghilang, 
karena tidak ada lagi muzakki yang mau menyalurkan zakatnya ke amil tersebut.  
Kefektifitas  penyaluran ZIS sebagai permodalan bagi UMKM di BAZNAS 
Provinsi Sulsel. Menurut pendapat peneliti penyaluran ZIS sudah cukup efektif dalam 
pelaksanaannya, hasil wawancara dengan Agus/Asriati  sebagai pelaku UMKM yang 
memiliki usaha penjualan gas dan  diberikan bantuan modal oleh BAZNAS untuk 
mengembangkan usahanya menyatakan : 
“saya di berikan modal usaha oleh BAZNAS Rp.1.000.000, saya pergunakan 





keluarga saya, juga dengan pendapatan yang saya peroleh saya menyisihkan 
harta saya untuk saya sedekahkan.”5 
 
Dari hasil wawancara dari pak agus dan istrinya ini penandakan bahwa 
efektifnya penyaluran dana ZIS untuk permodalan UMKM yang dilakukan BAZNAS 
Provinsi Sulsel sehingga Bapak Agus sudah dapat menyisihkan sedikit hartanya 
untuk di sedekahkan.  
Hasil wawancara pelaku UMKM lain Herlina umur 41 tahun dengan 
pekerjaan usaha makanan jadi menyatakan : 
“modal usaha yang saya dapatkan dari BAZNAS sebanyak Rp.500.000. 
Alhamdulillah setelah saya mendapatkan bantuan modal usaha dari BAZNAS usaha 
saya semakin maju, ini mungkin tidak lepas dari bimbingan BAZNAS .”6 
 
Jadi Penyaluran zakat, infaq, dan sedekah untuk permodalan UMKM di 
BAZNAS Provinsi Sulsel, sudah efektif dalam membantu kehidupan para usaha 
mikro kecil, dan menengah yang sedang mempunyai masalah permodalan. Dengan 
dana zakat ini pengusaha kecil ini dapat menjadikan usahanya lebih baik dari 
sebelumnya. 
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Berdasarkan uraian dari beberapa bab tentang Penyaluran Zakat, Infaq, dan 
sedekah sebagai Permodalan untuk bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi 
BAZNAS Provinsi Sulsel) sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, 
maka dapat disimpulan sebagai berikut: 
1. Model penyaluran zakat, Infaq, Sedekah untuk Permodalan bagi UMKM yang 
dilakukan BAZNAS Provinsi Sulsel ada 2 model yaitu, model penyaluran zakat 
produktif tradisional,  dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq berupa 
barang yang memiliki nilai ekonomis, dengan pemberian ini diharapkan 
mustahiq dapat membuat lapangan pekerjaan. seperti pemberian mesin jahit, 
pemberian pompa ban, dan lain-lain. Yang kedua model penyaluran zakat 
produktif kreatif, yaitu zakat di salurkan dalam bentuk pinjaman uang tunai 
untuk menambah modal usaha, pinjaman modal usaha ini hanya di peruntukkan 
bagi mustahiq yang sudah memiliki usaha (UMKM). 
2. Efektifitas penyaluran zakat, infaq, dan sedekah sebagai permodalan untuk 
UMKM pada BAZNAS provinsi Sulsel sudah efektif dalam membantu modal 
usaha mustahik. Zakat yang diberikan oleh BAZNAS dipergunakan oleh 
mustahik untuk menambah modal usaha bukan digunakan untuk komsumtif. 
Diharapkan dengan pemberian dana zakat ini, usahanya akan  meningkan dan 






1. Penyaluran zakat sebagai modal usaha merupakan satu pilihan bentuk 
pendayagunaan zakat yang akan mampu menjadikan zakat sebagai salah satu 
cara untuk memberantas kemiskinan di Indonesia, yakni dengan ideologi 
pemberdayaan mustahiknya. Karena itu, disarankan kepada Lembaga 
Pengelolaan Zakat (LPZ) yang belum melaksanakan hal ini untuk segera 
menjalankannya. Namun demikian, penyiapan segala sesuatu yang terkait 
dengannya mesti dilakukan secara profesional dan transparan. 
2. Kepada amil/pengurus dalam mensosialisasikan kesadaran untuk berzakat 
alangkah baik dan efektifnya bilamana pihak lembaga pengelola zakat ikut serta 
memanfaatkan kemanjuan tekonologi IT pada saat ini guna membantu 
tecapainya program kerja dengan baik seperti membuka website tersendiri untuk 
di akses oleh masyarakat luas guna mendapatkan informasi terhadap bagaimana 
pelaksanaan pengelolaan zakat yang sedang di jalankan sehingga timbul 
kepercayaan mereka untuk menyalurkan zakat pada BAZNAS dari pada 
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